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ABSTRACT

This research explores children’s participation as students within a framework of participation
assessment based on Lundy’s model, comprising four key elements: space, voice, audience,
and influence. Despite legal guarantees of children’s rights, they are often marginalized in
planning and decision-making processes. Previous literature primarily focuses on providing
spaces for children to express their opinions. This study used qualitative methods and
conducted a case study of elementary schools in Mataram. Data collection involves interviews
with school principals, teachers, parents, and students. The findings reveal discrepancies in
interpreting children’s rights within the educational context. Although students are provided
with opportunities, such as class forums, to voice their opinions on academic matters,
their involvement is sometimes mediated by adults. Consequently, students do not always
receive optimal responses from the advocacy processes they engage in due to bureaucratic
barriers within the school system. This study underscores the perception that children lack
decision-making capacity in the public domain. To ensure meaningful student participation
in school decision-making, policies that respect and facilitate student voices without adult
intervention are needed.

Keywords: school policy-making; student; participation; fulfillment of children’s rights;
Lundy’s participation model

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi partisipasi siswa dalam kerangka yang dikembangkan oleh
Lundy, yang terdiri dari empat elemen kunci: ruang, suara, audiens, dan pengaruh. Meskipun
terdapat jaminan hukum terhadap hak-hak anak, mereka sering kali terpinggirkan dalam
proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Penelitian dengan metode kualitatif
ini dilakukan melalui studi kasus di sekolah dasar di Kota Mataram. Data dikumpulkan
melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Temuan penelitian
mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam interpretasi mengenai hak berpartisipasi bagi
anak dalam konteks pendidikan. Meskipun siswa diberi kesempatan, seperti melalui forum
kelas untuk mengemukakan pendapat mereka tentang masalah pendidikan, keterlibatannya
terkadang diwakili oleh orang dewasa. Akibatnya, siswa tidak selalu menerima respons
optimal dari proses yang mereka ikuti karena adanya hambatan birokratis dalam sistem
di sekolah. Penelitian ini menekankan adanya persepsi umum bahwa anak-anak kurang
memiliki kapasitas pengambilan keputusan dalam domain publik. Untuk memastikan
partisipasi siswa yang bermakna dalam pengambilan keputusan di sekolah, diperlukan
kebijakan yang menghargai dan memfasilitasi suara siswa tanpa intervensi dari orang
dewasa.

Kata kunci: kebijakan sekolah; siswa; partisipasi; pemenuhan hak anak; model partisipasi
Lundy
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PENDAHULUAN

Secara umum, pengertian anak mengacu
pada manusia yang belum dewasa atau masih
dalam masa perkembangan dan pertumbuhan.
Sebagai manusia yang merupakan bagian dari
masyarakat Indonesia, anak-anak dijamin hak-
haknya, dan hak-hak tersebut harus dipenuhi
oleh negara (Kusumawardani & Prasetyo,
2018). Pemerintah wajib memenuhi empat hak
penting anak: kelangsungan hidup, keamanan,
pertumbuhan dan perkembangan, serta
partisipasi (UU 35/2014 tentang Perlindungan
Anak; Save the Children, 2016; & UNICEF, 1989).
Kegagalan dalam pemenuhan hak-hak anak
berdampak pada masa depan mereka, bahkan
dapat menciptakan masalah bagi keluarga dan
masyarakat (Merkel-Holguin dkk., 2020; Santoso,
2017). Oleh karena itu, penting bagi negara dan
masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak.

Laporan tahunan UNICEF (2019) menunjukkan
bahwa partisipasi merupakan hak mendasar
yang perlu dipenuhi. Partisipasi anak adalah
hak untuk didengar dan terlibat dalam proses
pengambilan  keputusan yang berkaitan
dengan masalah-masalah yang menyangkut
anak (Solin & Ruwaida, 2022). Ironisnya,
pemenuhan hak partisipasi, yang merupakan
hak dasar anak, tidak berjalan sesuai harapan.
Anak-anak seharusnya berpartisipasi dalam
mendapatkan dan mengemukakan kebutuhan
mereka di semua bidang, termasuk pendidikan
(UNICEF, 2019). Kenyataannya, anak-anak
sering dianggap remeh dan dianggap sebagai
individu yang tidak mampu mengungkapkan
kebutuhannya, sehingga mereka tidak perlu
didengar. Padahal, anak-anak adalah bagian
dari masyarakat yang memiliki kewajiban dan
tanggung jawab mereka sendiri. Pandangan ini
yang membuat pemenuhan hak partisipasi anak
tidak diimplementasikan secara bermakna.

Pemenuhan hak partisipasi anak di Indonesia
menjadi hal yang mendesak, karena Indonesia
diperkirakan akan mengalami bonus demografi
pada tahun 2030, kondisi di mana jumlah warga
negara usia produktif melebihi jumlah warga
negara usia tidak produktif (Warsito, 2019).
Kesempatan ini hanya terjadi sekali dalam
sejarah suatu negara. Hal ini menjadi peluang
emas bagi perkembangan Indonesia, sekaligus
tantangan untuk mempersiapkan diri dengan
baik dan menghindari kebuntuan (Bayuni, 2020).
Kebuntuan terjadi jika pendidikan, kesehatan,
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perumahan, dan fasilitas umum penduduk
tidak disiapkan dengan baik (Mishra, 2007).
Dalam hal ini, sangat penting bagi Indonesia
mengambil langkah-langkah untuk memastikan
bahwa generasi mudanya siap memimpin
negara menuju masa depan yang sejahtera,
termasuk melibatkan mereka secara aktif dalam
proses pembentukan kebijakan, bukan hanya
melihatnya dari sudut pandang orang tua.

Realisasi hak partisipasi anak memiliki posisi
fundamental dalam dunia pendidikan.
Pemerintah  Indonesia melalui  Kurikulum
Merdeka mentransformasi pendidikan untuk
menciptakan kurikulum yang holistik dan adaptif
(Anggraena dkk., 2021). Upaya transformasi
ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan
berkualitas yang relevan sehingga keluaran dan
hasil dari pendidikan dapat optimal (Lembong
dkk., 2023). Bahkan dalam tahap perencanaan,
kurikulum operasional satuan pendidikan dirasa
matang ketika sekolah mampu menyesuaikan
aspirasi warga satuan pendidikan seperti siswa,
orang tua, dan masyarakat dengan visi misi
pendidikan (Anggraena dkk., 2022). Partisipasi
siswa merupakan bagian penting dalam
menciptakan pendidikan yang berkualitas, baik
di ruang kelas maupun dalam perancangan
kurikulum padakonteks yanglebihluas. Meninjau
dari dokumen operasional Kurikulum Merdeka,
partisipasi siswa seharusnya diimplementasikan
tidak hanya pada proses belajar, melainkan
juga pada tahap perencanaan serta evaluasi
pembelajaran dan kurikulumnya (Anggraena
dkk., 2022; Hastasasi dkk., 2022).

Para peneliti dalam paradigma sosiologi
anak mengungkapkan bahwa diskusi tentang
anak-anak merupakan topik yang menarik
(Christensen & James, 2017; Prout, 2011). Anak-
anak dipandang sebagai pelaku sosial dengan
pandangan independen dan kemampuan untuk
memberikan kontribusi kepada masyarakat
(Mayall, 2000). Sebagai pelaku sosial yang
independen, mereka dianggap memiliki budaya
yang berbeda dari orang dewasa, dan oleh
karena itu, pemberian tugas-tugas sosial dan
tanggung jawab harus dipisahkan. Berbeda
dengan orang dewasa yang menganggap “kerja”
sebagai kategori normal, anak-anak melihat
“bermain” sebagai kondisi normal bagi mereka,
karena mereka memahami hal-hal dengan cara
yang lebih konkret (Mtemeri, 2020). Pemahaman
ini memberikan kesempatan bagi masyarakat
untuk memberikan perhatian utama pada anak-
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anak, mengingat bahwa mereka mewakili masa
depan sebuah bangsa.

Penelitian yang terkonsentrasi pada
pengembangan pemuda dan anak telah banyak
dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya
tren penelitian terkait pendidikan dan psikologi
sejak akhir abad ke-20 (Mayall, 2000). Namun,
beberapa penelitian yang melibatkan anak
cenderung melihat anak sebagai objek penelitian
daripada menjadikan mereka partner atau subjek
penelitian (Collins, 2017; Mayall, 2000; Morrison
dkk., 2019). Kelaziman dalam menjadikan anak
sebagai objek dalam perspektif orang dewasa
meningkatkan urgensi penelitian untuk melihat
sudut pandang anak sebagai individu yang
memiliki kapasitas dalam mengungkapkan
keinginannya.

Dalam konteks pendidikan, partisipasi siswa
ini dikenal dalam topik keterlibatan atau
partisipasi warga sekolah. Keterlibatan siswa
sering kali dikaji dalam konteks proses belajar
mengajar dalam ruang lingkup kelas (Hayati
dkk., 2023; Syulbi, 2022; Vania, 2023). Penelitian
yang secara spesifik melihat partisipasi siswa
dalam proses pengambilan keputusan dan
intervensi kebijakan masih minim. Fitriani (2017)
melakukan penelitian dengan mengeksplorasi
partisipasi siswa pada tingkat sekolah dalam
kontek Kurikulum 2013. Penelitian terkait
partisipasi siswa pada tingkat sekolah dasar
yang dinilai dampaknya pada pengambilan
keputusan maupun kebijakan masih jarang
dilakukan. Penelitian ini pernah dilakukan di
Austria dan Slovenia dengan kesimpulan bahwa
dasar hukum menjadi komponen penting
dalam meningkatkan partisipasi siswa (Mithans
dkk., 2017). Selain itu, dalam penelitian yang
dilakukan oleh Holquist dkk. (2023) diketahui
bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah
berpengaruh terhadap penyerapan suara
siswa dan terciptanya ruang untuk partisipasi.
Peraturan dan pemahaman yang tepat tentang
partisipasi merupakan hal yang penting.

Sosiologi anak memainkan peran penting dalam
pemenuhan hak-hak anak, mempromosikan
interaksi dan implementasi hak-hak tersebut
dalam dunia sosial (Collins, 2017, Morrison
dkk., 2019). Konvensi Hak Anak Perserikatan
Bangsa-Bangsa menjadi perjanjian internasional
yang menguraikan hak-hak anak (UNICEF, 1989;
2019), menempatkan masa kanak-kanak sebagai
perhatian fundamental bagi profesional, serta
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menekankan keterlibatan anak dalam kebijakan
dan praktik (Graham, 2011). Penelitian oleh
Cuevas-Parra dan Tisdall (2019) menekankan
bahwa anak-anak mampu memengaruhi
masyarakat dan pentingnya mendukung
hak partisipasi mereka. Di Indonesia, Solin
dan Ruwaida (2022) mengevaluasi bahwa
implementasi pemenuhan hak-hak anak masih
minimal dan tidak efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami
implementasi praktis partisipasi siswa dalam
kerangka pendidikan yang juga merupakan salah
satu fokus dalam pendidikan nasional. Secara
khusus, penelitian ini berusaha untuk mengkaji
sejauh mana keterlibatan siswa dalam proses
pembuatan kebijakan di sekolah. Selain menggali
partisipasi siswa, penelitian ini juga berupaya
untuk menganalisis strategi yang digunakan
sekolah dalam memfasilitasi keterlibatan siswa
dan mengeksplorasi dampak yang yang mungkin
ditimbulkan. Terdapat dua pertanyaan penelitian
yang dirancang untuk memperoleh pemahaman
komprehensif mengenai pemenuhan hak-hak
anak di bidang pendidikan, yaitu:

1. Bagaimana persepsiorang dewasa mengenai
partisipasi siswa dalam pembuatan kebijakan
di sekolah?

2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak
partisipasi siswa di sekolah?

Kerangka Teori

Sebelumnya, teori Hart (1992) banyak digunakan
untuk menguji tingkat partisipasi anak dalam
mewujudkan partisipasi anak. Hart (1992)
merumuskan delapan tingkatan partisipasi
anak berdasarkan teori Arnstein (1969), yang
dikategorikan menjadi non-partisipasi dan
partisipasi. Terkadang, orang dewasa percaya
bahwa mereka memberikan hak partisipasi
kepadaanak-anak, tetapimerekatidakmenyadari
bahwa keterlibatan yang mereka berikan tidak
bermakna. Mereka hanya memperlakukan
anak-anak sebagai alat untuk manipulasi,
dekorasi, atau tokenisme (Halliday dkk., 2019;
Hart, 1992). Teori Hart telah digunakan untuk
melihat perbedaan yang jelas antara tingkatan
partisipasi dan nonpartisipasi (Percy-Smith &
Thomas, 2010). Tidak hanya secara biner, namun
tingkatan kebermaknaan dalam partisipasi juga
dapat dilihat melalui teori ini. Cahill dkk. (2015)
menggunakan teori Hart dalam penelitiannya
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dan menemukan bahwa pemenuhan hak
partisipasi siswa telah dilakukan, namun masih
pada level bawah vyaitu ditugaskan oleh orang
dewasa namun diberi informasi. Jadi, partisipasi
belum pada tingkat inisiasi oleh kelompok anak.

Kerangka teori yang diajukan Lundy telah
digunakan dalam pembuatan kebijakan dan
penelitian. Dalam penelitian yang melibatkan
suara anak, model partisipasi Lundy merupakan
teori yang sering digunakan karena mampu
menangkap makna suara anak melalui konsep
partisipasi (Welty & Lundy, 2013). Teori partisipasi
Lundy sering kali digunakan untuk melihat
keterlibatan anak dalam proses pengambilan
keputusan (Toros, 2021). Kerangka kerja ini juga
menjangkau skala umur anak yang bervariasi
baik pada anak usia dini maupun remaja
(Correia dkk., 2022; Solin & Ruwaida, 2022).
Sebagai strategi mengembangkan keterlibatan
anak pada skala nasional, framework ini dapat
digunakan karena disusun sesuai dengan dasar
hukum partisipasi anak, yaitu Konvensi Hak Anak
Pasal 12 (Roe, 2023).

Konsep pengimplementasian teori partisipasi
diterapkan pada proses pengambilan kebijakan
baik di tingkat kelas dan sekolah (Perry-Hazan,
2021). Partisipasi di kelas meliputi pengambilan
keputusan kebijakan dalam proses belajar dan
mengajar (Perry-Hazan, 2021) serta meliputi
kebebasan berpendapat terkait tugas maupun
metode belajar bersama guru. Pada tingkatan
sekolah, pengambilan kebijakan diartikan sebagai
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
sekolah dalam rangka meningkatkan efektivitas
dan akuntabilitas sekolah (Mannion dkk., 2022).
Pada level sekolah menengah biasanya diwakili
oleh OSIS dan pada level sekolah dasar melalui
forum yang diisi oleh orang dewasa (Holquist
dkk., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitianinimenggunakan pendekatan kualitatif
dengan desain studi kasus. Penelitian kualitatif
digunakan untuk mengkaji dan memahami
makna anggapan individu tentang masalah sosial
atau manusia (Creswell, 2019). Sementara itu,
desain studi kasus digunakan untuk menjawab
pertanyaan deskriptif (Creswell, 2019). Dalam
kasus ini, penelitian akan melihat dari kasus di
sebuah sekolah dasar. Penelitian ini mencoba
untuk mengeksplorasi implementasi proses
keterlibatan siswa dalam proses pengambilan
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keputusan di sekolah. Dengan desain studi kasus,
diharapkan dapat ditemukan keterlibatan anak-
anak dalam pemenuhan hak partisipasinya.

Penelitian ini dilakukan di sebuah sekolah
dasar swasta di Lombok. Sekolah dipilih karena
telah menggunakan Kurikulum Merdeka. Salah
satu prinsip dalam Kurikulum Merdeka, yaitu
pelibatan siswa untuk aktif dalam pembelajaran,
sehingga idealnya sekolah sampel telah
mengimplementasikannya. Informan dipilih
menggunakan purposive sampling, berdasarkan
kriteria tertentu untuk menjawab pertanyaan
penelitian dengan baik (Brown, 2010). Kriteria
khusus yang dipilih adalah orang dewasa
yang dekat dengan siswa di sekolah. Ditinjau
dari perspektif ekologi, orang tua, dan guru
merupakan individu yang tepat (El Zaatari &
Maalouf, 2022). Selain itu, kepala sekolah juga
dipilih karena merupakan pembuat kebijakan di
sekolah.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian
pertama, peneliti melihat melalui perspektif
orang dewasa, antara lain orang tua siswa,
guru, dan kepala sekolah sebagai bentuk
triangulasi. Selain itu, pertanyaan kedua akan
dijawab melalui sudut pandang anak sebagai
pembanding jawaban orang dewasa. Dalam
konteks ini, terdapat dua siswa, yang masing
masing kelas lima dan enam yang dilibatkan dan
diwawancarai terkait pelibatan mereka dalam
pengambilan keputusan dan kebijakan disekolah.
Kelas atas dipilih karena mereka telah memiliki
pengalaman yang lebih banyak dibanding kelas
rendah, juga untuk mendapatkan informasi lebih
banyak terkait pelibatan mereka dibandingkan
kelas rendah.

Penelitian ini mengikuti panduan etis pelibatan
anak dalam penelitian. Kerugian dan keuntungan,
persetujuan berdasarkan informasi, privasi dan
kerahasiaan, pembayaran dan kompensasi telah
dipenuhi (Graham dkk., 2013). Anak yang terlibat
dirahasiakan informasi pribadinya dan diberikan
kompensasi atas keterlibatan mereka dalam
penelitian. Segala data yang diperoleh dan
ditampilkan pada penelitian ini telah disetujui
oleh orang tua atau wali.

Data dikumpulkan melaluiwawancaramendalam
dengan peserta. Sebagai bukti pendukung,
wawancara mendalam adalah salah satu teknik
yangdapatdigunakandalamprosespengumpulan
data penelitian (Johnson & Christensen, 2019).
Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk
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memperoleh pemahaman mendalam tentang
persepsi atau pendapat tentang suatu subjek
(Gay dkk., 2012). Wawancara terbuka digunakan
untuk memberikan peserta lebih banyak
ruang untuk menjelajahi jawaban mereka
(Bhandari, 2020). Sebelum wawancara, daftar
pertanyaan dirumuskan untuk memudahkan
dalam proses pengumpulan data, serta dalam
proses analisis data, baik untuk membandingkan
atau menghasilkan kesamaan di antara semua
jawaban peserta.

Dalam menjamin keabsahan data, penelitian
ini menggunakan teknik triangulasi dengan
mewawancarai orang tua, guru, dan kepala
sekolah  untuk dibandingkan  konsistensi
jawabannya terkait implementasi partisipasi
siswa menurut orang dewasa. Selain itu, tidak
ada informan baru setelah wawancara orang
tua, guru, kepala sekolah, dan dua orang siswa
dalam penelitian ini untuk menjamin saturasi
data sampel. Hal ini karena seluruh karakteristik
partisipan telah terpenuhi. Walaupun jumlah
partisipan yang mewakili setiap karakteristik
tergolong sangat sedikit dan dapat menjadi
pertimbangan untuk penelitian selanjutnya
dengan jumlah partisipan yang lebih banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
gambaran terkait pelibatan siswa di sekolah
yang masih jarang dilihat dalam sudut pandang
pendidikan. Penting untuk digarisbawahi bahwa
jumlah informan anak yang sedikit menjadi
keterbatasan penelitian ini. Limitasi dapat
menjadi acuan bagi studi selanjutnya dengan
melibatkan informan dengan jumlah lebih
banyak. Pelibatan partisipan dalam jumlah besar
dan beragam latar belakang dapat memberikan
hasil yang komprehensif pada topik penelitian
ini.

Seluruh data wawancara melalui proses verbatim
dan transkrip yang ditunjukkan agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam presentasi data. Studi ini
menggunakan analisis tematik, yang didefinisikan
sebagai “metode untuk mengembangkan,
menganalisis, dan menginterpretasikan
dataset kualitatif, yang melibatkan prosedur
sistematis yang menggunakan pengodean untuk
mengembangkan tema” (Braun & Clarke, 2022).
Pengodean adalah tahap kunci dalam mengatur
dan memberikan makna konten teks selama
analisis (Braun & Clarke, 2022). Dalam hal ini,
transkrip wawancara diperiksa dan dikodekan
secara manual untuk menemukan tema
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bersama antara tanggapan yang berbeda dari
informan. Tema adalah apa yang dicari melalui
pengodean data tekstual. Dengan analisis
tematik, diharapkan bahwa tanggapan terhadap
isu-isu tertentu yang ingin kita tangani melalui
pertanyaan di atas dapat diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi orang dewasa sebagai aktor pengambil
kebijakan di sekolah penting untuk dianalisis.
Dengan mengetahui persepsi mereka, kita
dapat memahami fondasi berpikir orang
dewasa dalam melibatkan anak pada proses
pengambilan kebijakan di sekolah. Wawancara
dilakukan dengan orang tua, guru, dan
kepala sekolah untuk membantu menjawab
pertanyaan penelitian mengenai persepsi.
Bagian kedua mengeksplorasi proses pelibatan
dan pemenuhan hak partisipasi siswa dalam
pengambilan kebijakan di sekolah.

Pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan
di sekolah telah tercantum dalam panduan
Kurikulum  Merdeka. Kurikulum Merdeka
berusaha meningkatkan partisipasi siswa di
sekolah dalam berinisiasi, dan terlibat secara
aktif dalam perencanaan, implementasi, serta
evaluasi pembelajaran di sekolah (Anggraena
dkk., 2022; Hastasasi dkk., 2022)

Persepsi orang dewasa mengenai partisipasi
siswa

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa
pemaknaan partisipasi di satuan pendidikan
sampel masih belum mencapai partisipasi
yang bermakna dan digambarkan melalui level
partisipasi rendah bahkan non-partisipasi.

Kepentingan melibatkan orang tua dalam
proses pengambilan keputusan ditekankan oleh
kepala sekolah. Kepala sekolah menganggap
bahwa orang tua yang harus memberikan
masukan dalam masalah yang memengaruhi
pendidikan mereka. Kepala sekolah menyatakan
bahwa keterlibatan siswa dalam pengambilan
keputusan mengembangkan rasa partisipasi dan
tanggung jawab yang diwakili orang tua, yang
mengarah pada lingkungan belajar yang lebih
inklusif dan efektif.

Menurut guru, hak partisipasi siswa melibatkan
pengakuanide-ide siswa sepertimetode-metode
belajar dan evaluasi tertentu yang disepakati
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di dalam kelas. Siswa lebih senang jika belajar
melalui games atau bercerita di kelas. Pentingnya
memahami pandangan siswa dan menyelaraskan
kebutuhan mereka dalam proses pembelajaran
diakui oleh guru. Guru menekankan bahwa
partisipasi siswa mendorong partisipasi aktif
dan memberdayakan siswa untuk bertanggung
jawab atas pendidikan mereka.

Sedangkan orang tua menekankan perlunya
memasukkan pendapat orang tua dalam
proses pembuatan kebijakan. Orang tua
menganggap bahwa ketika acara atau program
diorganisir, orang tua harus mendengarkan dan
menghormati ide anak-anak mereka. Orang tua
menekankan perlunya kerja sama antara orang
tua, pendidik, dan siswa untuk memastikan
bahwa kebijakan dan pilihan inklusif dan
mencerminkan kebutuhan dan kepentingan
siswa secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat
pemahaman yang keliru mengenai apa yang
dimaksud dengan hak partisipasi siswa dalam
konteks sekolah terutama dari persepsi kepala
sekolah dan orang tua, bahwa keterlibatan orang
tua dalam partisipasi bisa dianggap mewakili
siswa. Orang yang bertanggung jawab sebagai
orang tua adalah seseorang yang mengenal
anak mereka dan keinginan serta kebutuhan
mereka (Brown & Abeywickrama, 2019). Hal
tersebut merupakan konsep tokenisme di mana

siswa seolah-olah dapat berpendapat, namun
keputusan dan kesempatan berpendapat
sebenarnya sudah diatur dan diputuskan oleh
orang dewasa (Fitriani, 2017). Tokenisme sering
kali terjadi pada kelompok yang dianggap
sebelah mata termasuk anak (Settles dkk., 2019;
Sinclair dkk., 2019). Aktor yang menjadi pelaku
tokenisme ini adalah kepala sekolah dan orang
tua siswa. Sedangkan guru yang juga merupakan
orang dewasa tidak melakukan tindakan non-
partisipasi. Padahal selain kepala sekolah, guru
juga memiliki peluang melakukan tokenisme
dengan kuasa yang dia miliki (Quinn & Owen,
2016). Tokenisme juga memberikan prioritas
kepada orang tua untuk terlibat dalam proses
pengambilan keputusan sambil mengabaikan
keterlibatan langsung anak-anak dan membatasi
partisipasi mereka hanya dalam ruang kelas.
Walaupun sekolah telah mencoba memenubhi
hak partisipasi ini, namun orang dewasa masih
memandang siswa sebagai anak yang tidak
dapat mengambil keputusan dengan logis (Yu &
Shay, 2022). Orang tua dan kepala sekolah masih
memiliki pandangan terbatas tentang anak-anak
sebagai pengambil keputusan yang aktif, yang
kemudian menciptakan kerangka kerja hierarkis
di mana orang tua dan pendidik membuat
keputusan atas nama mereka. Hubungan
antara orang tua dan anak seharusnya dilihat
sebagai konsep hubungan bukan sebagai
satu kesatuan individual (Perry-Hazan, 2021).

Tabel 1 Transkrip Wawancara terkait Persepsi Peserta Mengenai Hak Partisipasi Siswa (Pertanyaan
Penelitian 1)

Partisipan

Transkrip

Konsep

Kepala Sekolah

sebuah program.”

“Partisipasi dalam keterlibatan dalam
pengambilan keputusan atau dalam

Keterlibatan individu dalam
pengambilan keputusan.

“Memang, hal ini menjadi tugas penting

bagi sekolah untuk memfasilitasi minat
orang tua untuk berpartisipasi dalam

Partisipasi merupakan
pelibatan orang tua.

kegiatan sekolah seperti itu.”

Guru “Partisipasi adalah proses
mendengarkan pendapat siswa di kelas

Mendengarkan pendapat
siswa.

untuk menentukan proses pembelajaran
sesuai dengan kebutuhan siswa.”

Orang tua

“Partisipasi itu terlibat dalam proses
pengambilan keputusan. Misalnya,
ketika ada acara atau program
mengenai siswa, orang tua juga harus

Terlibat dan didengarkan
pendapatnya dalam proses
pengambilan keputusan
mengenai siswa.

didengarkan pendapatnya.”

Sumber: Data Primer Penulis, 2023
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Penting untuk menghargai pendapat anak-
anak, mendorong kerja sama di antara semua
pemangku kepentingan, dan menjamin inklusi
dalam proses pengambilan keputusan untuk
membangun pemahaman yang lebih dalam
(Harris & Manatakis, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru
mendefinisikan level partisipasi siswa dalam
sekolah lebih tinggi dibanding kepala sekolah
dan orang tua (Tabel 1). Perbedaannya, orang
tua dan kepala sekolah melihat partisipasi pada
tingkat sekolah, sedangkan guru membawa
konteks tidak hanya di tingkat sekolah, namun
juga pada tingkat pembelajaran kelas yang
terdapat lebih banyak interaksi dengan siswa
secara langsung. Pembelajaran berdiferensiasi
pada Kurikulum Merdeka dirancang untuk
melibatkan siswa dalam proses pembelajaran
sehingga siswa lebih aktif dan banyak terlibat
(Nawati dkk., 2023; Umbara, 2017). Proses
partisipasi melibatkan proses peningkatan pada
aspek gotong royong, berpikir kritis, mandiri,
dan kreatif (Mitra & Serriere, 2012). Manfaat
partisipasi juga sejalan dengan pengembangan
Profil Pelajar Pancasila.

Pemahaman kepala sekolah dan orang tua
bahwa partisipasi siswa dapat diwakili orang
dewasa lain seperti orang tua bertentangan
dengan prinsip pembelajaran pada Kurikulum
Merdeka. Pemahaman yang tepat merujuk
ke implementasi yang tepat terkait pelibatan
siswa dalam pengambilan keputusan di sekolah.
Pembelajaran seharusnya dirancang sesuai
dengan kondisi siswa melalui siswa secara
langsung dengan metode yang relevan seperti
dialog, tanya jawab, angket, dan diskusi dan
posisi orang tua juga dilibatkan dalam menilai

rancangan pembelajaran (Anggraena dkk.,
2022).
Implementasi pelibatan anak dalam

pengambilan keputusan di sekolah

Selain melihat dari perspektif orang dewasa,

siswa juga ditanyakan mengenai refleksi
pengalaman tentang mengungkapkan
pendapat berdasarkan model partisipasi

Lundy. Pertanyaan didasarkan kepada empat
indikator, yaitu penyediaan ruang, kesempatan
bersuara, didengarkan orang dewasa, dan suara
dipertimbangkan atau memberikan pengaruh.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua
dan kepala sekolah, diketahui bahwa terdapat
miskonsepsi  tentang partisipasi. Mereka
memahami partisipasi sebagai pelibatan anak
yang dapat diwakili orang dewasa. Sementara
bagi guru dan siswa mereka melihat partisipasi
dalam ruang yang lebih kecil, yaitu dalam ruang
lingkup pembelajaran di kelas. Sedangkan, bagi
orang tua dan kepala sekolah mengintervensi
suara anak dianggap sebagai hal yang benar.
Proses partisipasi menjadi lebih bermakna
ketika guru mengajar dan berinteraksi dengan
siswa secara langsung. Di dalam kelas guru
sering bertanya pada siswa terkait metode
pembelajaran yang mereka jalani dan siswa
juga merasa dilibatkan dalam proses belajar.
Perbedaan mendasar yang menyebabkan
mispersepsi tentang partisipasi terletak pada
tingkat interaksi. Selain itu, kepala sekolah
yang menganggap siswa sebagai individu yang
tidak mampu berpikir logis dapat menjadi
faktor kurangnya partisipasi di tingkat sekolah
(Mayall, 2000). Namun pada ruang kelas, guru
lebih bertanya terkait pendapat dan perasaan
siswa terhadap metode belajar. Secara logika
pertanyaan guru lebih ringan dibandingkan
jika melibatkan siswa secara langsung pada
pelibatan kebijakan. Namun konsep pelibatan
siswa dalam pembuatan kebijakan adalah
memberikan ruang jika siswa memiliki masukan,
bukan memaksakan untuk memberikan ide pada
orang dewasa (Mannion dkk., 2022).

Permasalahan perbedaan jawaban ini didasarkan
pada tahap partisipasinya, yaitu kebijakan di
tingkat sekolah atau kelas. Pada level kelas, guru
memiliki interaksi lebih banyak dengan siswa
sehingga lebih mudah untuk dapat melibatkan
siswa dalam pengambilan keputusan, sedangkan
di tingkat sekolah sebaliknya. Berdasarkan hal
tersebut, pemberian ruang yang mendukung
terciptanya partisipasi perlu ditingkatkan. Kasus
perbandingan menunjukkan bahwa di Slovenia,
ketakutan untuk berpartisipasi muncul karena
siswa tidak diberi kesempatan untuk terlibat
dalam pengambilan keputusan, bukan karena
mereka tidak memiliki opini terkait hal tersebut
(Mithans dkk., 2017). Dalam konteks Indonesia,
siswa tidak dibiasakan berinteraksi dengan
kepala sekolah dan staf sehingga siswa takut
untuk menyuarakan pendapat. Selain itu, kepala
sekolah juga merasa tidak perlu membuat ruang
partisipasi tersebut.
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Tabel 2 Implementasi Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Sekolah (Pertanyaan Penelitian 2)

Partisipan

Transkrip

Konsep

Kepala Sekolah

“Kegiatan forum kelas merujuk kepada
forum-forum yang mencakup kelas-
kelas dari kelas 1, 2, 3, hingga kelas 6.
Ini melibatkan orang tua dari semua
siswa.”

“Kemudian bagi anak-anak, kita juga
ada sesaat, terutama mereka yang
memang untuk keperluan sekolah juga,
yaitu masalah akreditasi.”

“Setiap hari ada jadwal disiplin untuk
anak-anak agar menjaga disiplin
lainnya. Anak-anak berpartisipasi
dalam hal ini karena itu bersifat
informal. Hal yang sama berlaku untuk
upacara bendera dan kegiatan imtaq.”

Orang tua terlibat melalui forum
kelas.

Siswa-siswa aktif berpartisipasi
dalam urusan akreditasi dan
administrasi sekolah.

Siswa-siswa hanya dilibatkan
dalam implementasi program
sekolah.

Guru “Guru-guru menginisiasi program Partisipasi anak diwakili oleh
bimbingan tambahan untuk orang dewasa seperti orang tua
pembelajaran. Dalam hal ini, peran maupun guru. Pendapat anak
orang tua dalam partisipasi diwakili tidak didengar secara langsung.
oleh guru-guru.”

Orang tua “Kita menyampaikan unek-unek lewat  Orang tua berpartisipasi melalui
grup WA kelas, di sana ada wali kelas.”  grup WA.
“Hambatan-hambatan lebih bersifat Orang tua yang sibuk menjadi
pribadi, karena tidak semua orang tua  penghalang bagi partisipasi.
memiliki waktu.”

Sumber: Data Primer Penulis, 2023
Menilai temuan berdasarkan implementasi terkait dengan komponen audiens dari model

pemenuhan hak partisipasi, kita dapat melihat
bahwa aspek pertama dari model tersebut,
yaitu ruang, menunjukkan bahwa standar telah
terpenuhi di sekolah karena mereka memastikan
tempat untuk ekspresi yang tidak diskriminatif.
Sekolah telah menciptakan atmosfer yang aman
daninklusif bagianak-anak dan orang tua mereka
untuk dapatterbuka mengungkapkan pandangan
dan pendapat tanpa memandang latar belakang
mereka (Lundy, 2007; Mangiaracina dkk., 2021).

Dalam hal suara, sekolah telah mendorong
siswa dan orang tua untuk mengungkapkan
pandangan dan keprihatinan mereka, dan
cara berkomunikasi dengan guru dan sesama
orang tua telah dikembangkan. Hal ini
menunjukkan bahwa anak-anak dan orang tua
diberi kesempatan yang sama untuk berbagi
pandangan dan keprihatinan mereka. Sekolah
tidak hanya menawarkan ruang untuk ekspresi
dan memfasilitasinya, tetapi juga mendengarkan
dengan aktif dan mempertimbangkan pemikiran
dan keprihatinan anak-anak dan orang tua, yang
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partisipasi (Harris & Manatakis, 2013; Lundy,
2007). Standar audiens terpenuhi dalam konteks
sekolah karena sekolah memiliki kerangka
kerja hierarkis untuk menyelesaikan masalah,
dimulai dari guru kelas, administrasi, dan jika
perlu melibatkan yayasan atau badan pengelola
sekolah.

Berdasarkan tinjauan teori, implementasi
dilakukan dengan banyak intervensi dan
keterwakilan orang secara aktif dalam kegiatan
forum kelas, yang mencakup forum untuk kelas
1 hingga 6. Partisipasi ini didukung oleh program
forum kelas, yang memberikan kesempatan
kepada orang tua untuk berpartisipasi dalam
pendidikan anak mereka. Selanjutnya, hasil
kedua menekankan pentingnya keterlibatan
siswa dalam proses akreditasi dan administrasi
sekolah. Siswa didorong untuk aktif terlibat
dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan fokus pada
pemahaman hak dan tanggung jawab mereka
sebagai bagian dari komunitas sekolah.



Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Volume 17, Nomor 1/2024

Tabel 3 Perspektif Siswa dalam Implementasi Pelibatan Siswa dalam Pengambilan Keputusan sebagai
Bentuk Pemenuhan Hak Partisipasi Anak (Pertanyaan Penelitian 2)

Partisipan Transkrip Konsep

Penyediaan Ruang

Siswa 1 “Salah satu contohnya adalah pada saat Penyediaan ruang partisipasi
pemilihan pengurus kelas, dimana pada saat sekolah dilaksanakan pada
itu saya bebas berpendapat mengenai calon konteks kelas.
pengurus kelas yang akan dipilih.”

Siswa 2 “Dalam memilih bagaimana cara belajar untuk  Dalam mendesain pembelajaran,
minggu selanjutnya, apakah bermain atau guru guru di kelas memberikan ruang
bertanya ke semua siswa.” bagi siswa untuk berpartisipasi

dalam merencanakan
pembelajaran.

Kesempatan bersuara

Siswa 1 “Biasanya orang tua yang terlibat dalam forum Siswa tidak diberikan kesempatan
kelas, bukan murid kesempatan bersuara.” bersuara pada proses
pengambilan keputusan tingkat
sekolah.
Siswa 1 “Keinginan yang belum saya sampaikan di Siswa memiliki keinginan
sekolah contohnya adalah permintaan agar bersuara dalam pengambilan

pada saat libur setelah pembagian rapor tidak  keputusan di tingkat sekolah.
diberikan tugas tambahan pada saat libur.”

Siswa 2 “Salah satu contoh keinginan yang telah saya Pada tingkat kelas siswa diberikan
sampaikan di sekolah adalah di mana setiap kesempatan dalam bersuara
kelas memiliki fasilitas yang sama lengkap, mengenai fasilitas yang ada di

seperti AC, LCD dan kipas angin melalui guru.”  kelas.
Didengarkan orang dewasa

Siswa 1 “Pada saat di sekolah, yang paling Komponen yang menjadi
mendengarkan keinginan masalah, pendapat pendengar suara siswa adalah
maupun keinginan adalah guru, karena kepala  guru.
sekolah dan tata usaha cenderung lebih sibuk
dibandingkan guru yang mengajar para siswa/
siswi secara langsung.”

Siswa 2 “Jika ada masalah di sekolah yang paling Siswa tidak merasa didengarkan
mendengarkan masalah masalah itu adalah oleh komponen inti di sekolah,

orang tua, karena hanya kepada orang tua saya melainkan oleh orang tua.
terbuka masalah yang ada.”

Dipertimbangkan

Siswa 1 “Saya lebih nyaman berbicara soal keinginan Siswa merasa suaranya
dengan teman dikarenakan teman saya lebih paling berpengaruh atau
mendukung apa yang saya inginkan.” dipertimbangkan jika

menyuarakan kepada teman.

Siswa 2 “Salah satu contohnya adalah pada saat Guru merupakan komponen di
meminta pengurangan beban PR pada waktu sekolah yang mempertimbangkan
mendekati ujian sekolah. Selain itu, keinginan  suara siswa dalam pengambilan
lain yang diwujudkan adalah menggunakan keputusan.
metode belajar yang beragam, serta contoh
lainnya adalah pada saat menggunakan video
pembelajaran sebagai metode belajar.”

Siswa 1 “Pada saat pelajaran PPKN saya meminta Guru merupakan komponen di
kepada guru saya untuk melakukan permainan sekolah yang mempertimbangkan
dan guru itu pun menuruti keinginan saya suara siswa dalam pengambilan

untuk melakukan permainan sebelum belajar.” keputusan.

Sumber: Data Primer Penulis, 2023
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Selain itu, hasil penelitian menunjukkan
bahwa siswa mendapatkan kesempatan untuk
menjadi relawan dalam program-program yang
direncanakan oleh sekolah. Hal ini membantu
siswa untuk berpartisipasi dalam acara-acara
sekolah dan mengembangkan kesadaran
terkait tanggung jawab dan partisipasi. Namun,
partisipasi dalam program yang sudah ada hanya
terjadi pada tataran pelaksanaan kegiatan dan
tidak termasuk dalam perencanaan, sehingga
partisipasi tersebut tidak utuh (Setiawan,
2013). Kesempatan-kesempatan ini didasarkan
pada keputusan yang diambil dalam forum
kelas, yang menjamin bahwa pandangan siswa
diakui dan dimasukkan dalam program sekolah.
Selain itu, guru dapat memainkan peran dalam
merefleksikan keterlibatan orang tua ketika
mereka tidak ada. Guru mengambil inisiatif
untuk mengatur program bimbingan dan
peluang belajar ekstrakurikuler lainnya, sebagai
perwakilan partisipasi keluarga. Hal ini bisa
dinilai sebagai komitmen untuk memastikan hak
partisipasi siswa terpenuhi bahkan ketika orang
tua mereka tidak ada, meski tidak melibatkan
siswa secara langsung.

Berdasarkan pendapat siswa, implementasi
pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan
merupakan aspek penting dalam meningkatkan
kualitas pendidikan. Temuan konsep partisipasi,
berdasarkan wawancara, menunjukkan
beberapa aspek kunci yang dapat memandu
implementasi tersebut. Pertama, penyediaan
ruang menjadifaktor utama dalam melaksanakan
partisipasi siswa. Ditemukan bahwa partisipasi
sekolah cenderung dilaksanakan pada konteks
kelas, di mana guru memberikan ruang bagi
siswa untuk berpartisipasi dalam merencanakan
pembelajaran. Dalam Kurikulum Merdeka,
pelibatan siswa secara aktif dalam proses belajar
menjadi ciri khas (Lembong dkk., 2023). Temuan
ini juga menunjukkan bahwa ruang partisipasi
dapat diperluas ke tingkat sekolah secara
keseluruhan. Lalu, kesempatan bersuara menjadi
hal krusial dalam pengambilan keputusan. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa siswa tidak
diberikan kesempatan bersuara pada proses
pengambilan keputusan di tingkat sekolah.
Meskipun demikian, siswa memiliki keinginan
untuk bersuara, seperti contohnya ketika
mereka ingin menyuarakan agar tidak ada tugas
tambahan selama libur setelah pembagian
rapor. Dalam konteks kelas, siswa diberikan
kesempatan untuk bersuara mengenai fasilitas
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yang ada di kelas, menunjukkan bahwa pelibatan
siswa dapat dimulai dari tingkat kelas.

Selanjutnya, pada aspek audiens diketahui
bahwa guru merupakan pendengar utama suara
siswa, namun partisipasi ini umumnya terjadi
pada tingkat kelas. Siswa juga mengungkapkan
bahwa mereka tidak merasa didengarkan
oleh komponen inti di sekolah, kecuali
melalui orang tua. Komponen terakhir adalah
mempertimbangkan suara, karena hal ini
menjadi faktor kunci dalam partisipasi siswa dan
masih menunjukkan hasil yang tidak maksimal.
Ditemukan bahwa guru merupakan komponen
di sekolah yang cenderung mempertimbangkan
suara siswa dalam pengambilan keputusan.
Guru memiliki wewenang vyang besar jika
berbicara mengenai konteks kelas, jika dibawa
ke keputusan di tingkat sekolah, maka kepala
sekolah menjadi pengambil keputusan.

Selain itu, adanya faktor kesibukan orang tua
sebagai wakil dari siswa di sekolah yang menjadi
hambatan potensial dalam pemenuhan hak
partisipasi siswa. Tidak semua orang tua memiliki
cukup waktu untuk berpartisipasi aktif dalam
pendidikan anak mereka, pelaksanaan penuh
hak partisipasi anak mungkin terbatas. Hal ini
menekankan perlunyadukunganyanglebih besar
dan fleksibilitas agar dapat beradaptasi dengan
berbagai kondisi yang dihadapi oleh orang tua.
Kepala sekolah menyatakan bahwa beberapa
ide dan keluhan dari orang tua terkadang tidak
dapat ditangani dengan cepat karena adanya
peraturan atau pembatasan yang ditetapkan
oleh yayasan sebagai manajemen sekolah (Anam
dkk., 2019). Sekolah berusaha untuk menangani
dan merespons sebanyak mungkin masalah
yang muncul proses pengambilan keputusan.
Hal yang mungkin dilakukan guna memenubhi
hak partisipasi anak, yaitu mendengarkan dan
mempertimbangkan kebutuhan anak dalam
pengambilan keputusan, sementara pekerjaan
akademis dapat dilakukan dengan perhatian
sekolah (Parreiral, 2013). Diharapkan bahwa baik
anak-anak maupun orang tua aktif berpartisipasi
untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang
optimal dan inklusif yang dapat meningkatkan
hasil pendidikan (Afolabi, 2014; ZeenatlJahan &
Ahmed, 2016).

Pendidikan sekolah seharusnya dilihat sebagai
gambaran dari bentuk demokrasi sehari-hari.
Siswa yang merupakan komponen sekolah perlu
dilibatkan dalam setiap proses berjalannya
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pendidikan. Pendekatan pengajaran dianggap
sebagai suatu bentuk demokrasi sehari-hari
yang memiliki dampak signifikan terhadap
kesejahteraan individu, kesehatan masyarakat
yang bersifat demokratis, serta pandangan dan
sikap generasi muda terhadap konsep demokrasi
(Hammerin dkk., 2018). Pengajaran bukan
hanya sebagai metode pembelajaran, tetapi
juga sebagai dimensi kritis dalam membangun
kesehatan demokrasi individu dan masyarakat.
Oleh karenaiitu, perlu ada penekanan lebih lanjut
terhadap aspek ini dalam praktik pengajaran.

Paradigma dan implementasi partisipasi
siswa yang tidak sempurna ini berpengaruh
terhadap cara siswa memanfaatkan kesempatan
partisipasi mereka pada konteks yang lebih luas.
Kurikulum Merdekayang memuat capaian belajar
yang mendorong siswa memiliki kemampuan
menganalisis dan kecakapan dalam berkontribusi
pada akhirnya menjadi tidak bermakna jika
siswa berada pada lingkungan yang tidak inklusif
karena merasa tidak dipertimbangkan (Milla,
2018). Keterikatan siswa dengan lingkungannya
memengaruhi anak dalam memilih tempat
yang dapat menjadi ruang penyampaian suara
mereka (Renaldy, 2018). Upaya implementasi
Kurikulum Merdeka dalam menciptakan siswa
yang memiliki profil Pancasila dapat didorong
jika sekolah menyediakan situasi nyata bagi siswa
dalam memberikan pendapatnya. Suara siswa
cenderung digaungkan pada level yang lebih
kecil karena mereka lebih sering didengarkan di
tingkat kelas dibandingkan tingkat sekolah.

Pelibatan siswa juga tidak dapat disalahartikan

sebagai bentuk pemaksaan maupun
pemberian tanggung jawab kepada siswa
terhadap implementasi pembelajaran atau

sebuah kebijakan di sekolah. Dalam kasus
pembelajaran di kelas, pelibatan siswa yang
terlalu luas dapat menyebabkan pembelajaran
menjadi sangat fleksibel dan tidak terarah
dengan baik (Hannum, 2012). Kerangka acuan
pembelajaran tetap diperlukan dengan juga
mempertimbangkan keinginan siswa yang dapat
meningkatkan kualitas belajar di dalam kelas.
Jika guru mendapatkan keuntungan pribadi
dengan menjadikan siswa sebagai kelompok
yang dapat mengerjakan tanggung jawab
mendesain pembelajaran, maka hal tersebut
termasuk dalam eksploitasi anak. Pedoman yang
jelas terkait ruang lingkup pelibatan siswa dalam
pengambilan keputusan perlu dirumuskan.

39

Di negara berkembang pemahaman dan
implementasi terkait dengan partisipasi anak
di sekolah cenderung terbatas (Munongi,
2022). Keterbatasan ini dapat disebabkan
oleh beberapa faktor, termasuk sistem
pendidikan yang mungkin kurang fokus pada
pemberdayaan siswa, budaya yang mungkin
menempatkan siswa dalam posisi pasif, atau
kurangnya kesadaran pentingnya melibatkan
anak-anak dalam pengambilan keputusan
terkait pendidikan mereka. Selain itu, masalah
infrastruktur, sumber daya, dan keterbatasan
akses pendidikan di negara berkembang juga
dapat memengaruhi sejauh mana partisipasi
anak dapat diwujudkan.

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Anak-anak harus dianggap sebagai individu
yang independen dengan pandangan berharga,
dan mereka harus diberikan kesempatan
untuk mengungkapkan pendapat mereka dan
berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan
keputusan. Dalam rangka meningkatkan
partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan
di sekolah, penelitian ini menganalisis persepsi
orang dewasa sebagai aktor pengambil
kebijakan. Temuan menunjukkan adanya
perbedaan definisi partisipasi siswa antara
kepala sekolah, guru, dan orang tua, dengan
kecenderungan melibatkan orang tua sebagai
wakil siswa. Konsep tokenisme dan hierarki
dalam  pengambilan  keputusan  menjadi
tantangan yang menciptakan pemahaman
kurang tepat tentang peran siswa.

Implementasi hak partisipasi anak di sekolah
kerap kali belum sesuai harapan. Diperlukan
pengetahuan dan perencanaan yang baik untuk
mempromosikan partisipasi yang bermakna.
Dalam penelitian ini, ditemukan miskonsepsi dan
kekeliruan dalam implementasi hak partisipasi
siswa. Miskonsepsi ini berupa intervensi orang
tua pada proses partisipasi, padahal perwakilan
partisipasi siswa oleh orang dewasa merupakan
bentuk  pembatasan  partisipasi.  Konsep
partisipasi yang baik, mengacu pada teori
partisipasi Lundy (2007) dan Hart (1998) adalah
memberikan  kesempatan = mengemukakan
pendapat tanpa ada intervensi dan masukan
pada prosesnya. Namun, proses pengambilan
keputusan dapat dilakukan bersama dengan
orang dewasa.
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Kenyataannya, meskipun siswa diberi
kesempatan melalui forum kelas untuk
mengungkapkan pendapat tentang masalah
pendidikan, keterlibatan mereka terkadang
diintervensi oleh orang dewasa. Implementasi
partisipasi siswa terjadi dalam berbagai bentuk,
termasuk forum kelas dan keterlibatan siswa
dalam urusan sekolah. Namun, masih terdapat
hambatan, seperti kesibukan orang tua dan
peran guru yang lebih besar dalam menginisiasi
program. Perspektif siswa menunjukkan
keinginan untuk partisipasi di tingkat sekolah,
dan mereka merasa suara mereka tidak selalu
didengarkan oleh komponen inti di sekolah.

Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam
pengambilan keputusan, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
pada dasarnya telah memiliki kerangka acuan
dengan indikator keterlibatan siswa pada
Kurikulum Merdeka. Namun, perlu dilakukan
penyempurnaan kebijakan pada Kurikulum
Merdeka terkait pemahaman vyang tepat
mengenai hak partisipasi anak sesuai dengan
Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)
dan Konvensi Hak Anak (KHA). Tujuannya untuk
memastikan bahwa konsep partisipasi anak
dalam Kurikulum Merdeka mengakui mereka
sebagai peserta aktif dalam proses pengambilan
keputusan pendidikan, serta mendorong
terciptanya Profil Pelajar Pancasila dengan nilai-
nilai yang dihasilkan dari proses pelibatan siswa.

Selain intervensi oleh pusat (kementerian),
diperlukan kebijakan yang mengintervensi pada
tingkat sekolah yang dalam kasus penelitian
ini diperlukan fasilitasi dalam mengakomodir
pemahaman partisipasi siswa dari tingkat kelas
ke tingkat yang lebih tinggi, dengan kerangka
dan indikator yang jelas sesuai dengan panduan
operasional Kurikulum Merdeka. Pendekatan
yang dilakukan tidak boleh memaksa, namun
memfasilitasi dan berbeda dengan partisipasi
orang dewasa. Sungguh disayangkan jika
pembelajaran yang dirancang agar siswa
secara proaktif terlibat dan berani mengambil
inisiatif pada implementasi ketika pengambilan
keputusan tingkat sekolah siswa merasa tidak
dipertimbangkan. Seluruh warga sekolah dapat
mengembangkan strategi inklusif melalui
penyelenggaraan forum diskusi atau kelompok
kerja yang memberikan siswa ruang untuk
bersuara tanpa tekanan.
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Mekanisme tambahan sebagaimana telah
tertuang dalam panduan operasional Kurikulum
Merdeka perlu penyempurnaan untuk
tingkat sekolah terkait proses perencanaan
pembelajaran. Proses perencanaan
pembelajaran seharusnya melibatkan seluruh
wargasekolah termasuk siswa dengan framework
yang jelas terkait porsi masing-masing warga
sekolah dalam memberikan pendapatnya. Perlu
diadakan sesi dengar suara siswa yang difasilitasi
pihak sekolah, khususnya guru BK. Sesi
tersebut diadakan bukan untuk memaksa siswa
memberikan pendapat, namun memberikan
ruang bagi siswa jika ingin mengungkapkan
pendapatnya baik terkait kegiatan intrakulikuler
atau ekstrakulikuler.

Siswa perlu diberikan ruang menyampaikan
pendapat tanpa intervensi atau diwakilkan orang
dewasa untuk menjamin murninya keterlibatan
siswa. Pada level siswa sekolah dasar, siswa
mudah terpengaruh arahan orang tua sehingga
mengabaikan keinginan hati.

Melalui  langkah-langkah ini, diharapkan
implementasi partisipasi siswa dapat
menciptakanlingkunganbelajaryangdemokratis,
di mana suara siswa dihargai dan memberikan
kontribusi positif terhadap perbaikan kualitas
pendidikan secara keseluruhan.
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